ABSTRAK

Pada tahun 2006, MK telah menempatkan posisi KPK dalam sistem
ketatanegaraan sebagai lembaga yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman
(yudikatif) melalui putusan MK No. 012-016-019/PUU-1V/2006. Sedangkan satu
dekade setelahnya, MK justru telah menempatkan KPK sebagai lembaga eksekutif
khusus yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
perkara korupsi, sehingga bisa menjadi objek hak angket DPR melalui putusan
MK No. 36/PUU-XV/2017. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam
penulisan ini, yaitu: Bagaimana pergeseran kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) dalam struktur Kketatanegaraan pasca putusan Mahkamah
Konstitusi; Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 36/PUU-XV/2017; serta Bagaimana pandangan
Islam mengenai pergerseran kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam struktur ketatanegaraan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dihasilkan dalam
penelitian ini, yaitu: KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang diberikan
kewenangan yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru
ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang rangka dasarnya
sudah ada di dalam UUD 1945. KPK juga tidak mengambil alih kewenangan
lembaga lain, melainkan diberi atau mendapat kewenangan dari pembuat UU
sebagai bagian dari upaya melaksanakan perintah UUD 1945 di bidang penegakan
hukum, peradilan, dan kekuasaan kehakiman. Hakim konstitusi dalam putusannya
No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017 justru semakin menjauh dari
kewajiban konstitusional-nya sebagai the sole of the interpretator of constitution,
karena gagal dalam menemukan original intent dan gagal menjadi sebagai the
guardian’s of constitution dalam menjalankan kewenangan mahkotanya yakni
judicial review, karena Mahkamah Konstitusi mendudukkan Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagai “keluarga” eksekutif dengan konstruksi logika
kontradiksi dalam bangunan argumentasinya sendiri dengan menggunakan dalil
fungsi yudisial sebagai eksekutif dan disisi lainnya juga digunakan dalil fungsi
yudisial sebagai eksekutif tidak dapat diangket oleh DPR. Menurut pandangan
Islam, dalam hubungannya dengan fungsi eksekutif, bahwa dalam suatu Negara
Islam, tujuan sebenarnya dari lembaga eksekutif adalah untuk menegakkan
pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Quran dan Al-Sunnah
serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-
pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik
lembaga eksekutif suatu negara muslim inilah yang membedakannya dari lembaga
eksekutif negara non-Muslim.
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